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RINGKASAN 

 

Pendidik nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat 

luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin 

keberadaan kegiatan tersebut. Maka ditetapkan satuan pendidikan sejenis (Undang-

Undang Nomor 2003 Pasal 26 ayat 4).  

Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yaitu 1) Bagaimana 

hakekat pendidik nonformal menurut hukum positid Indonesia? dan 2) Bagaimana 

konsep pendidik nonformal menurur sistem pendidikan nasional? 

Adapun dasar dari penelitian ini adalah perumusan masalah dan tujuan 

penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, 

dengan berbahan hukum primer maupun sekunder dan akan dianalisis secara 

diskriptif kualitatif penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Kebanyakan tenaga pendidik Nonformal bukan PNS, mereka yang 

bukan PNS nyaris belum tersentuh standar kesejahteraan akibatnya didalam 

pengabdiaannya dalam membelajarkan masyarakat dari anak-anak usia dini 

hingga orang dewasa yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya kurang 

optimal atau tidak profesional.  

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dikembangkan dan 

dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan 

masyarakat itu sendiri. Melalui lembaga-lembaga pendidikan berbasis 

masyarakat, masyarakat berupaya untuk memperbaiki kehidupannya secara 

terus-menerus melalui pemberdayaan dengan sarana pendidikan dan pelatihan.  

Pendidikan berbasis masyarakat (communihy-based education) 

merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur 

hidup. Kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat dipicu oleh arus 

besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala 

dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.  

Pendidikan Nonformal adalah sebuah lembaga pendidikan yang di 

dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat dibanding campur tangan 

pemerintah di luar system pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan 

untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.  

  Sejalan dengan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan khususnya 

pendidikan Nonformal, terdapat masalah dan kendala yang perlu dicarikan alternatif 

solusinya. Salah satu masalah yang cukup menonjol adalah masalah pemerataan 
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pendidikan, dimana masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil dan terisolir masih 

belum terjangkau oleh pendidikan formal dan dapat dijangkau dengan pendidikan 

Nonformal.  

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal yang Profesional 

dan Bermartabat" tidak akan pernah tercapai, apabila tidak ada kesejahteraan, 

perlindungan dan penghargaan atas hak-hak profesi pendidik Nonformal. Setinggi 

apapun kualitas pendidik Nonformal jika perlindungan hak-hak dan 

kesejahteraannya rendah, maka pastilah kinerjanya akan terganggu.  

Perlindungan hak-hak, penghargaan, dan kesejahteraan profesi pendidik 

Nonformal membutuhkan keberadaan bantuan hukum, tidak hanya pada tingkat 

daerah, tetapi juga di tingkat pusat, yang berfungsi sebagai pendamping, pembela, 

mediator, rekonsiliator (advokasi), pembuat perangkat perlindungan bagi pendidik 

Nonformal. Terbentuknya tatanan organisasi LKBH Tingkat Pusat yang tugas 

utamanya agak lebih spesifik, yaitu, "mengkoordinir" LKBH dari 33 Propinsi dan 

berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam pengembangan kebijakan Pusat, 

diseminasi informasi, dan turut pula mengkaji dan merancang perangkat peraturan 

yang berkenaan dengan profesi pendidik Nonformal. 

Pendidikan masyarakat adalah pendidikan Nonformal yang memberikan 

pendidikan secara sengaja, terencana dan terarah kepada seluruh anggotanya yang 

pruralistik (majemuk) tetapi tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan 

serta dengan aturan -aturan yang lebih longgar untuk mengarahkan menjadi anggota 

masyarakat yang baik demi tercapainya kesejahteraan para anggotanya. Keterlibatan 

dari semua pihak dalam pendidikan mengakibatkan lahirnya tanggungjawab 

bersama dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Di Indonesia pendidikan Nonformal sudah tumbuh di tengah masyarakat 

sejak sebelum kemerdekaan. Kampung Inggris terletak di Desa Tulungrejo dan Desa 

Pelem merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan Nonformal, dengan 

memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Bahasa Inggris. Masyarakat 

telah menyediakan lebih dari 100 lembaga kursus Bahasa Inggris. Siswa yang 

datang berkunjung berasal dari berbagai penjuru sehingga Kampung Inggris Pare 

dijuluki sebagai miniatur Indonesia. Bahkan tidak sedikit pula pelajar yang berasal 

dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Timor Leste, dan Libya. Dengan 

didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Kampung Inggris terus berkembang pesat yang didukung oleh pemerintah. 

Peran pemerintah di Kampung Inggris adalah sebagai berikut: a) peran 

legalitas dan fungsi hukum; b) peran pembinaan; c) peran fasilitator; dan d) peran 

pemasaran dan promosi, peran keamanan dan ketertiban.  
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Faktanya peran pemerintah masih dilaksanakan secara umum, belum ada 

kebijakan khusus yang mengatur tentang pengembangan pendidikan Nonformal di 

Kampung Inggris. Peran tersebut terlihat pasif lebih cenderung untuk mendorong 

usaha yang telah dilaksanakan masyarakat dalam mengembangkan wilayah 

Kampung Inggris. Partisipasi masyarakat lebih mendominasi terbukti dari awal 

pembangunan Kampung Inggris dipegang oleh masyarakat sendiri, berbagai 

program telah direncanakan dan dibuat oleh masyarakat demi keberhasilan 

pembangunan disana.  

Munculnya beragam organisasi profesi dapat menguatkan profesi 

tersebut dan selanjutnya akan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik 

hak maupun kode etik profesinya. 

Semua kompetensi yang dikuasai seorang tenaga pendidik dalam 

membelajarkan masyarakat tak lepas dari pengaruh dan permasalahan sosiokultural 

masyarakat yang begitu beragam. Keberhasilan pelaksanaan peningkatan profesional 

PNF dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, juga menjadi 

harapan nyata bagi pembangunan pendidikan.  

Haryanto mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik 

sosial sangat kompleks. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi antara lain adalah 

kesenjangan ekonomi, strategi kebudayaan yang tidak cukup mengakomodasi 

perbedaan. Beberapa faktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan yang justru 

mempunyai kontribusi bagi terjadinya konflik. 

 Disintergrasi bangsa dampak dari perubahan yang dialami oleh masyarakat 

Indonesia saat ini merupakan problema serius jika tidak kunjung menemukan solusi. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam hal ini, yakni sebagai benteng pertahanan 

dalam lahirnya konflik yang tidak perlu.  

Hukum dalam pembahasan ini adalah hukum yang sengaja dibentuk (by 

designed) oleh negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam 

masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam 

masyarakat sebagai subjek hukum.  

Hukum yang tegas dan berlaku adil membuat hukum tersebut menjadi 

superior; memiliki keunggulan, kelebihan yang dapat diandalkan dan kredibel bagi 

semua pihak. Hukum yang mengarahkan diri pada keadilan tidak saja membutuhkan 

aparat penegak hukum tetapi lebih pada aparat penegak hukum yang bermoral dan 

berintegritas tinggi. Aparat penegak hukum yang bermoral tersebut diharapkan dapat 

menegakkan hukum sebaik mungkin sebagai upaya mencapai tujuan-tujuan hukum 

termasuk untuk mencapai keadilan.  

Selain itu, ketidaktegasan aparat penegak hukum untuk mengikuti prosedur 

hukum juga telah turut menyebabkan hukum menjadi tidak adil terhadap para 
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pelanggar hukum yang memiliki status sosial tinggi, misalnya, atau mereka yang 

memiliki akses terhadap hukum. Di lain pihak hukum yang dijalankan oleh aparat 

penegak yang tidak konsisten tersebut bahkan menindas masyarakat biasa yang tidak 

mempunyai akses terhadap hukum.  

Rasa tidak puas tersebut melahirkan sikap pesimis masyarakat terhadap 

hukum dan aparat penegak hukum. Keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat 

membuat hukum semakin tidak berdaya dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan 

publik dan tidak dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang semakin 

kompleks dalam masyarakat. Superioritas hukum semakin dipertanyakan 

keberadaannya dan moralitas aparat penegak hukum semakin disangsikan oleh 

masyarakat termasuk para pendidik Nonformal. 

Puluhan ribu guru PAUD seluruh tanah air sejak lama mengeluhkan 

nasibnya yang didiskriminasi, melalui MK menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 

dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 45 karena mengandung ketidak-adilan dan 

bersifat diskriminatif. Kecuali, jika pasal itu ditafsirkan pengertian guru PAUD 

bukan saja guru formal tetapi mencakup guru PAUD Nonformal. Undang-Undang 

(UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional membagi 

pendidikan anak usia dini dalam dua kategori yakni formal dan Nonformal. 

Langkah Yusril, Gugum Ridho Putra dkk dari Ihza & Ihza Law Firm ini jika 

nanti dikabulkan MK, akan mengubah nasib puluhan ribu Guru PAUD Nonformal di 

tanah air. Guru-guru itu nantinya dapat disertifikasi, diangkat secara resmi sebagai 

guru dan dapat pula diangkat sebagai guru PNS yang mendapat gaji dan tunjangan 

yang berasal dari dana APBN dan APBD, 

Sebelumnya, Pemohon menyebutkan pasal-pasal yang diujikan merugikan 

hak konstitusionalnya karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada 

PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD Nonformal secara hukum tidak 

diakui sebagai guru. Akibatnya, Pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk 

mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan 

seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya.  

Kesimpulan : 1. Hakikat  adalah sebagai Pendidik dalam mentranfer ilmu 

dan mencerdaskan kepada anak didik yang sangat dibutuhkan Pemerintah atau 

Negara namun kedudukannya tidak disetarakan dengan Pendidik formal yang diatur 

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen maupun 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. 

Hukum positif  di Indonesia, Undang-undang Nomor  20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, tidak memberikan hak yang jelas sebagai pendidik terhadap 



xiii 

pendidik Nonformal sehingga tidak  memiliki kepastian hukum sebagai pendidik, 

sedangkan tugas dan tanggungjawab nyata-nyata sebagai pendidik. 

Saran: Disarankan agar Pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap 

pendidik nonformal, untuk membuat Undang-undang tersendiri tentang pendidik 

nonformal, sehingga pendidik nonformal memiliki kepastian hukum dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik nonformal; dan 2. 

Disarankan pemerintah memberikan hak-hak pendidik nonformal dalam 

kesejahteraan,sosial dan kedudukan sebagai pendidik nonformal selayaknya pendidi 

formal di indonesia. 



xiv 

ABSTRAK 

 

 Pendidik nonformal adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas 

dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai 

hasil, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada satuan pendidikan 

nonformal. Pendidikan NonFormal yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap cakupannya sangat 

luas, maka kegiatan tersebut perlu adanya landasan hukum yang bisa menjamin 

keberadaan kegiatan tersebut.  

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu 1) Bagaimana hakekat 

pendidik nonformal menurut hukum positif Indonesia? dan 2) Bagaimana konsep 

pendidik nonformal menurut sistem pendidikan nasional?. Adapun dasar dari 

penelitian ini adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan berbahan hukum primer 

maupun sekunder dan akan dianalisis secara diskriptif kualitatif penarikan 

kesimpulan secara deduktif. 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal yang ‘Baik dan 

Bermartabat" tidak akan pernah tercapai, apabila tidak ada kesejahteraan, 

perlindungan dan penghargaan atas hak-hak profesi pendidik nonformal. 

Perlindungan hak-hak, penghargaan, dan kesejahteraan profesi pendidik nonformal 

membutuhkan keberadaan bantuan hukum yang berfungsi sebagai pendamping, 

pembela, mediator, rekonsiliator (advokasi), pembuat perangkat perlindungan bagi 

pendidik nonformal.  

Kesimpulan : 1. Hakikat Pendidik nonformal memiliki tanggungjawab untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban mencerdaskan anak bangsa yang sama dengan 

pendidik formal,sehingga negara memiliki tanggungjawab memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan teori negara sejahtera; 2. 

Pendidik nonformal dalam konsep hukum positif indonesia belum diatur secara 

tegas dalam perundang-undangan ,meskipun pendidik nonformal memiliki 

tanggunggjawab mencerdaskan anak bangsa dan negara. 

 

Kata Kunci: Hakekat pendidik nonformal, Kepastian hukum pendidik nonformal, 

Hak-hak pendidik nonformal 
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Non-formal Education comparatively is also interesting to be observed from 

the view point of law. The Non-Formal Educators according to the Manpower Law 

in non-formal education are members of community having the task and authority in 

planning and performing the process and evaluating the outputs, carrying out the 

guidance and training at the non-formal educational units. The Non-Formal 

Education held by communities in order to improve the knowledge, skill and the 

change of attitude has a very large coverage, therefore such activities require the 

legal basis able to guarantee the existence of the aforesaid activities. 

From the above description, several problems come to appear, namely: 1) 

How are the essence and position of Non-Formal Educators according to the 

Indonesian National Educational System?; and 2) How is the concept of Non-

Formal Educators in Indonesian Educational System ? The bases of this research 

are problem formulation and research objective; therefore this research applies the 

normative juridical approach, with the primary as well as secondary legal materials 

and will be analysed descriptively and qualitatively, meanwhile the conclusion is 

made deductively. 

Good and Dignified Non-Formal Educational Personnel and Educators will 

not be able to be achieved if there are no welfare, protection and reward upon the 

professional rights of the Non-Formal Educators. The protection of rights, rewards 

and professional welfare of Non-Formal Educators require the existence of legal 

assistance functioning as partner, defender, mediator, reconciler (advocacy), the 

maker of protective device for Non-Formal Educators. 

 The essence and position as Educators in transferring the knowledge and in 

educating students are badly needed by Government or the Country, but their 

positions are not equalized to those of the Formal Educators which are 

stipulated under the Law No. 14, the Year 2005, on Teachers and Lecturers; 

as well as the Law No. 20, the Year 2003 on National Educational System. 

 Positive Law in Indonesia, the Law No. 20, the Year 2003 on National 

Educational System; and Law No. 14, the Year 205 on Teachers and Lectures, 

do not give the clear rights to Educators for the Non-Formal Education, so 

that they do not have any legal certainty as Educators, while their tasks and 

responsibilities reveal that they truly and factually serve as Educators. 

 

Key-words: Position of Non-Formal Educators, Legal Certainty of Non-Formal 

Educators, and tge Rights of Non-Formal Educators. 
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